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Mohon diterbitkan segera.

“Orang Pribadi Yang Tidak Memiliki NPWP
Wajib Bayar Fiskal Luar Negeri”

Jakarta, 23 Desember 2008 — Sehubungan dengan pemberitaan tentang Fiskal
Luar Negeri (FLN) dan sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP)
tentang Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang
Bertolak Ke Luar Negeri, kami dapat memberikan keterangan bahwa mulai 1 Januari
2009 Waijib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dalam negeri yang tidak memiliki Nomor
Pokok Waijib Pajak (NPWP) dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak
ke luar negeri wajib membayar FLN dan ketentuan ini berlaku sampai dengan tanggal
31 Desember 2010.

Tarif FLN dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) adalah sebesar
Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang setiap kali bertolak ke
luar negeri dengan menggunakan pesawat udara dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah)
dengan menggunakan angkutan laut. Pembayaran FLN tersebut merupakan
pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) yang dapat dikreditkan terhadap PPh
yang terutang pada akhir tahun oleh WP OP yang bersangkutan setelah memiliki
NPWP.

Pengecualian dari kewajiban membayar FLN bagi WP OP yang bertolak ke luar
negeri dilakukan secara otomatis untuk WP OP tertentu dan dengan cara menerbitkan
Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN).

Yang bebas otomatis adalah:

a. WP OP yang berusia kurang dari 21 tahun
Orang asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan
Pejabat Perwakilan Diplomatik

Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional
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WNI yang memiliki dokumen resmi penduduk negara lain (termasuk
pelajar/mahasiswa yang belajar di luar negeri dengan menunjukkan kartu
identitas, misalnya student card)

f. Jemaah Haji

g. Pelintas batas jalan darat

h. Tenaga Kerja Indonesia dengan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
Yang bebas dengan SKBFLN adalah:

a. Mahasiswa asing dengan rekomendasi Perguruan Tinggi
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